KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR KP-DJPU 139 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA

DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

a.

bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, mengatur Indikator Kinerja Kegiatan untuk
Unit Kerja Eselon II dan Eselon III;

penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Otoritas
Bandar Udara di Lir ‘tungan Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara mengacu pada Indi'--*or Kinerja
Program Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

bahwa Indikator Kinerja Prc¢ -am Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara telah ditetapkan berdasarkan
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor
KP-DJPU 107 tentang Penetapan Indikator Kinerja
Program Direktorat Jenderal Perhubung ~ Udara Tahun
2025-2029; dan

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan
Udara tentang Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan
Kantor Otoritas Bandar Udara di Lingkungan Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025 7929;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1t  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir der an Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Rer hHlik
Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan

PERTAMA

-

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ~)14 Nomor
80);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2C~5-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 19);

5. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 369) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2026
tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 29);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1842);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organise dan Tata
Kerja Kantor Otoritas Bandar udara,;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun
2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1402);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2025
tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan
Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2C~5 Nomor 1049);

10. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor
KP 302 Tahun 2C~5 ten* ~ g Rencana Strategis Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025-2029;

11. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor
KP-DJPU 107 Tahun 2026 tentang Penetapan Indikator
Kinerja Program Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Tahun ~225-2029;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TAHUN
2025-2029.

Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Otoritas
Bandar Udara di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Direktur Jende | ini.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

F _IMA

K™ NAM

KETUJUH

Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Otoritas Bandar Udara
sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terdiri atas:
a. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK); dan

b. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Penunjang (IKSKp).

Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Otoritas Bandar Udara di
Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berupa
indikator kinerja manfaat (outcome).

Petunjuk Manual terhadap Indikator Kinerja Kegiatan Kantor
Otoritas Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada Diktum
KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Otoritas Bandar Udara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum
dalam dokumen Rencana Strategis Kantor Otoritas Bandar
Udara dan merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan
oleh Kantor Otoritas Bandar Udara di Lingkungan Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara untuk menyusun dokumen:
rencana kinerja tahunan;

rencana kerja dan anggaran,;

perjanjian kinerja,

pengukuran kinerja;

laporan kinerja; dan

evaluasi pencapaian kinerja.

N

Dalam rangka me~"—-gkatkan efektifitas pelaksanaan
Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Otoritas Bandar
Udara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara,

Sekretariat  Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

berwenang untuk:

a. melakukan pembina - dalam rangka penyusunan
Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran,
Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Laporan Kinerja;
dan

b. melakukan evaluasi atas pelaksanaan  sistem
akuntabilitas Kantor Otoritas Bandar Udara di lingkungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Kepala Kantor Otoritas Ban¢ Udara di Lingkungan Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini.



KEL ™ A\PAN

KESEMBILAN :

-

XN ®

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku,
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor
PR 32 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja
Kegiatan Kantor Otoritas Bandar Udara di Lingkungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Juni 2026

DIREKTUR J"NDERAL PERHUBUNGAN UDARA,
ttd.

LUKMAN F. LAISA

- Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
Menteri Perhubungan;
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
Para Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
Para Kepala Kantor Otoritas F--dar Udara,
Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara.

:ngan aslinya
akum dan Kerja Sama,






























